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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

yang dilaksanakan berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara. 1 

Semua karakteristik, konsep atau gaya hidup warga negara Indonesia 

harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencegah kejahatan 

publik, Indonesia memiliki hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi 

kepentingan warga negaranya. Hukum pidana mengatur bagaimana 

perbuatan boleh atau tidak boleh dilakukan menurut falsafah pancasila. 

Pemerintah memberikan sanksi apabila ada pihak yang melakukan 

pelanggaran atau kejahatan yang diatur untuk mencapai kepentingan 

yang adil bagi seluruh warga negara. 

Manusia tidak pernah lepas dari segala masalah yang berhubungan 

dengan tempat dimana manusia itu bernaung dan tinggal dalam 

kehidupannya sehari-hari. Bagi manusia, tempat tinggal merupakan 

kebutuhan dasar (basic need), disamping kebutuhannya akan pangan dan 

sandang.2 

Pengakuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah salah satu 

cirinya supremasi hukum. Indonesia sendiri menjamin adanya Hak Asasi 

                                                           
1
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3). 

2
 Suparno Sastra M. dan Endy Marlina, Perencanaan dan Pengembangan 

Perumahan, Andi, Yogyakarta, 2006, h. 2. 
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Manusia sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Hak Asasi Manusia adalah hak dasar 

atau kewarganegaraan melekat pada individu sejak lahir alam yang 

diberikan langsung oleh Tuhan Mahakuasa, yang tidak dapat diambil dan 

diangkat  dan  dihormati,  dirawat  dan  dilindungi  Negara,  hukum, 

pemerintahan dan segalanya orang untuk kehormatan dan perlindungan 

martabat dan nilai. Di samping itu Indonesia berkomitmen untuk 

melaksanakannya untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia 

warganya karena Indonesia punya perjanjian internasional dalam hal 

pemenuhan hak asasi manusia.3 Artinya Indonesia juga menjamin bahwa 

setiap warga negara berhak mendapatkan hak dalam bidang Hak Asasi 

Manusia. 

Perkembangan teknologi di era 4.0 mempengaruhi tingkah laku dan 

pola pikir manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga 

berdampak pada kehidupan yakni memunculkan adanya perlakuan yang 

tidak sesuai dengan norma atau peraturan yang ada serta akan memicu 

timbulnya kejahatan di berbagai lingkungan. Perkembangan hukum di 

Indonesia menimbulkan reaksi yang berbeda dari perspektif yang 

berbeda. Respon ini tidak lepas dari berbagai faktor, baik penegakan 

hukum itu sendiri maupun pengaruh eksternal. Kurangnya kewibawaan 

hukum Indonesia adalah ketidakprofesionalan aparat penegak hukum, 

baik dari sifatnya yang angkuh hingga keterlibatannya dalam litigasi yang 

                                                           
3

 Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum 

Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, h. 80. 
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ditangani oleh aparat penegak hukum untuk menyelesaikan suatu 

kejahatan. 

Rumah adalah suatu bangunan dimana manusia tinggal dan 

melangsungkan kehidupannya. Disamping itu rumah juga merupakan 

tempat dimana berlangsung proses sosialisasi pada saat seorang individu 

diperkenalkan kepada norma dan adat kebiasaan yang berlaku 

dimasyarakat. Maka tidaklah mengherankan apabila masalah perumahan 

menjadi masalah yang sangat penting bagi setiap individu. Dan karena 

individu akan selalu tinggal dalam suatu masyarakat, maka dalam setiap 

masyarakat akan terdapat rumah-rumah yang menampung kebutuhan 

manusia warganya.4 

Permasalahan tindak pidana muncul seiring dengan perkembangan 

Masyarakat ke arah zaman modern karena wilayah yang sempit dan 

pekerjaan yang tidak ditempati Pekerjaan dengan demikian menyebabkan 

lebih banyak kesedihan dan kejahatan dalam masyarakat. Masalah 

tumbuh dan berkembang Kejahatan ini menimbulkan persepsi masyarakat 

umum bahwa penegak hukum tidak mampu menangani masalah dan 

lamban dalam menanggapinya. Pemenuhan tugasnya dan adanya 

ketidakpuasan publik terhadap pelaksanaannya Hukum yang tidak 

berjalan sebagaimana mestinya. 

Kejahatan di dalam hukum pidana sendiri akan berakhir 

dipertanggungjawabkan baik ditanggung oleh pelaku tindak pidana 

                                                           
4

 Suparno Sastra M. dan Endy Marlina, Perencanaan dan Pengembangan 
Perumahan, Andi, Yogyakarta, 2006, h. 2. 
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maupun pelaku yang melakukan kejahatan, terdapat beberapa hal yang 

harus diperhatikan dalam menentukan suatu pertanggungjawaban pidana 

yakni terkait dengan cara bagaimana suatu perbuatan tersebut 

merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. R Tresna 

mengartikan bahwa pertimbangan atau ukuran untuk mengetahui 

perbuatan terlarang, mana saja yang mesti ditentukan sebagai tindak 

pidana serta apa saja yang tidak diperbolehkan, dimana nantinya semua 

itu berubah-ubah berdasarkan keadaan, waktu, tempat, atau sasaran.5 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membagi tindak 

pidana menjadi dua jenis yakni pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan 

adalah perbuatan pidana yang berat ancaman hukumannya bisa berupa 

hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadang kala 

juga di tambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, dan pencabutan 

hak tertentu. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan pidana yang 

ringan ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. 

Tindak Pidana Pencurian merupakan salah satu bentuk dari 

kejahatan yang sangat umum terjadi di masyarakat, yang dapat menjadi 

hal paling mengkhawatirkan bagi masyarakat. Indonesia telah mengatur, 

bagi pelanggar kejahatan tersebut dalam KUHP yang mengatur terkait 

dengan sansksi yang berlaku. Di dalam KUHP sebenarnya telah mengatur 

secara tegas terkait dengan pencurian yakni dalam Pasal 362 KUHP/ 

Weetboek Van Sreaftrecht (WvS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 

                                                           
5
 Mohammad Ekaputra, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Edisi 2, USU Press, Medan, 

2015. h. 80. 
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diubah menjadi Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, dan juga KUHP 

Tahun 2022 yang disahkan pada tanggal 6 Desember 2022 berlaku 3 

tahun kedepan tepatnya pada Pasal 624 yaitu: “Barangsiapa mengambil 

barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena 

pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.6 

Dewasa kini, tindak pidana berbarengan tindak pidana dimana satu 

orang pelaku melakukan beberapa tindak pidana lainnya. Salah satu yang 

menjadi contoh juga yakni tindak pidana pencurian yang sering terjadi di 

kehidupan masyarakat tak lain tak bukan adalah tindak pidana pencurian. 

Dengan mengamati perkembangan yang ada baik melalui media massa 

maupun cetak, kasus terkait dengan tindak pidana pencurian semakin 

marak khususnya di kota-kota besar dalam wilayah Indonesia. 

Perkembangan teknologi dan informasi tidak hanya berdampak 

positif bagi masyarakat. Namun juga menimbulkan dampak negatif yaitu 

berkembangnya jenis dan bentuk kejahatan, termasuk pola pencurian. 

Melalui penggunaan teknologi informasi, pelaku kejahatan pencurian tidak 

lagi harus berurusan dengan perampokan yang kejam dan dengan korban 

yang kemungkinan besar akan ditangkap oleh polisi selama operasi 

berlangsung. Pelaku hanya bekerja dari rumah atau bahkan pelaku tidak 

                                                           
6

 R. Soesilo, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor: Politiea, h. 249. 
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berada di negara tempat terjadinya pencurian.7 

Penjatuhan hukuman atau sanksi yang tak ringan ini tidak membuat 

pelaku merasa jera, bahkan tak sedikit pula pelaku yang sudah bebas 

justru melakukan tindakan yang sama dengan cara yang tragis. Hal ini 

terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi entah faktor 

ekonomi, sosiologis, bahkan pendidikan terkadang juga karena putusan 

hakim yang terlalu ringan. 

Bahwa berawal ketika Terdakwa menjual rumah berikut isinya yang 

beralamat di Puri Jimbaran Indah II Blok E6D No.3 Kel. Ancol Kec. 

Pademangan, Jakarta Utara kepada Korban atas nama Hendra dimana 

terlebih dahulu Terdakwa menerima pembayaran uang muka pembelian 

rumah tersebut pada tanggal 7 Januari 2019 dan sisa pelunasan pada 

tanggal 7 Februari 2019 namun kunci rumah tersebut masih dipegang 

oleh Terdakwa setelah pelunasan, selanjutnya Terdakwa meminta ijin 

kepada Korban untuk mengambil AC (Air Conditioner) di dalam rumah 

tersebut, lalu Terdakwa meminta Pancaka Setiadi untuk membongkar dan 

Mengambil AC tersebut namun Pancaka Setiadi meminta Fatrokhi alias 

Roy (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan pekerjaan 

tersebut, setelah itu Terdakwa ditelfon oleh Fatrokhi alias Roy saat sampai 

di rumah tersebut lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon kemudian 

diberitahukan oleh Fatrokhi alias Roy jika ia ingin mengambil lemari baju, 

lemari kitchen set, lemari pajangan ruang tamu, kloset, serta pintu-pintu 

                                                           
7
 Amalia Hani, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian 

Menggunakan Sistem Elektornik (Studi Putusan No. 132/Pid.B/2012/PN. PWK), Jurnal 
Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1 No.1, September 2020, h. 95. 
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rumah tersebut dan adapun Terdakwa mempersilahkan atau 

mengijinkannya sehingga barang-barang tersebut diangkut ke atas mobil 

pick up lalu dibawa pulang oleh Fatrokhi alias Roy 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai menjual minuman yang mengandung ethil alkohol dengan judul 

tesis: Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pengambilan 

Barang Di Dalam Rumah Setelah Terjadinya Proses Jual Beli  (Studi 

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 52 PK/Pid/2022) 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pengambilan barang dari 

rumah setelah terjadi jual beli? 

2. Bagaimana pertanggung jawaban hukum tindak pidana pengambilan 

barang didalam rumah setelah terjadinya jual beli? 

3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengambilan 

barang didalam sebuah rumah setelah terjadinya jual beli menurut 

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia 

Nomor 52 PK/Pid/2022? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum tindak pidana 

pengambilan barang dari rumah setelah terjadi jual beli 

2. Untuk mengetahui dan menganalisa pertanggung jawaban hukum 

tindak pidana pengambilan barang didalam rumah setelah terjadinya 

jual beli. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisa pertimbangan hakim dalam tindak 

pidana pengambilan barang didalam sebuah rumah setelah terjadinya 

jual beli menurut Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 52 PK/Pid/2022.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk 

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lain yang sejenis dalam rangka tindak pidana pencurian 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

tindakan pengambilan barang setelah transaksi jual beli rumah. 
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E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 

adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.8 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.9 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 10  Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan.  

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 11 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

                                                           
8
 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 
9

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 
Yogyakarta, 2001, h. 156  

10
Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 

Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 
11

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 
Jakarta, 2010, h. 35  
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teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.12 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 13 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :  

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bias disatukan dan 
ditunjukknan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori 
dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara 
mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang 
dibicarakan.14 

 

a. Teori Sistem hukum (legal theorie system)  

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya 

penegakan hukum bergantung pada: “substansi hukum, struktur 

hukum/pranata hukum dan budaya hukum.”15Ketiga subsistem yang ada 

dalam system hukum saling berkaitan antara satu sama lainnya.  

Substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa 

atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang 

dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup 

keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. 

                                                           
12

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
13

Ibid., h. 253. 
14

Ibid.  
15

 Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh 
Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, 1990, 
Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan, Rajawali Pers, 
Jakarta, h. 120. 
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Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya 

aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books).  

Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law sistem atau 

sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-

undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) 

dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan 

peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem 

ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.16 

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “proses pembangunan 

merupakan suatu perubahan yang harus diupayakan agar berjalan teratur 

dan berkelanjutan (sustainable development) disetiap sektor antara lain 

politik, ekonomi, demografi, phisikologi, hukum, intelektual maupun 

teknologi.”17 

Suatu penelitian hukum difungsikan sebagai sarana untuk 

pembaharuan masyarakat (Law as a tool of social engineering) agar 

pembangunan benar-benar berjalan menurut garis kebijaksanaan yang 

diamanatkan oleh UUD Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan menyesuaikan 

konsep dari Roscoe Pound terhadap hukum di Indonesia, kemudian oleh 

Romli Atmasasmita dikembangkan lagi dengan konsep Bureucratic and 

Social Engineering.  

                                                           
16

Ibid. h. 20. 
17

 Soerjono Soekanto, Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum, Citra 

Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 11. 
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Romli Atmasasmita mengemukakan, hukum harus memegang 

peranan dalam memberdayakan masyarakat dan birokrasi untuk 

mewujudkan masyarakat madani. 18 Kemudian Mochtar Kusumaatmadja 

memberikan pandangannya mengenai fungsi dan peranan hukum dalam 

pembangunan nasional, yang kemudian dikenal sebagai Teori Hukum 

Pembangunan. Di mana fungsi dan peran hukum diletakkan di atas 

premis atau prinsip sebagai berikut:19 

a. Semua masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh 
perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin bahwa 
perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur. Perubahan yang 
teratur menurut Mochtar, dapat dibantu oleh perundang-undangan 
atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya. Beliau 
menolak perubahan yang tidak teratur dengan menggunakan 
kekerasan semata-mata. 

b. Baik perubahan maupun ketertiban (atau keteraturan) merupakan 
tujuan awal dari masyarakat yang sedang membangun, maka 
hukum menjadi suatu sarana (bukan alat) yang tidak dapat 
diabaikan dalam proses pembangunan. 

c. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan 
ketertiban melalui kepastian hukum dan juga (sebagai kaidah 
sosial) harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan 
dalam masyarakat. 

d. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang 
hidup (the living law) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai 
pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku 
dalam masyarakat itu. 

e. Implementasi fungsi hukum tersebut di atas hanya dapat 
diwujudkan jika hukum dijalankan oleh suatu kekuasaan, akan 
tetapi kekuasaan itu sendiri harus berjalan dalam batas rambu-
rambu yang ditentukan di dalam hukum itu. 
 

Hukum sangat diperlukan bagi proses perubahan termasuk 

perubahan yang cepat yang biasa diharapkan oleh masyarakat yang 

                                                           
18

 Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori 

Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta, Genta Publishing, h. 64. 
19

Ibid., h. 65-66. 
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sedang membangun, apabila suatu perubahan itu hendak dilakukan 

dengan teratur dan tertib, maka hukum merupakan sarana yang tidak 

dapat diabaikan dalam proses pembangunan.20 

Struktur hukum mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem 

tersebut, umpamanya menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum 

formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan 

kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya.21  

Budaya/kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman pada 

dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-

nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang 

dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk sehingga 

dihindari. Nilai–nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai 

yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. 22 

Menurut Jimly Asshiddiqie:  

Substansi yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan 

atau pun dalam putusan-putusan hakim selalu berasal dari budaya 

hukum, dan institusi hukum yang bekerja untuk membuat maupun 

menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya 

hukum yang hidup dan mempengaruhi orang-orang yang bekerja di 

dalam setiap institusi itu. Karena itu, menurut Lawrence Friedman, 

budaya hukum itulah yang menjadi komponen utama dalam setiap 

sistem hukum.23 

 

                                                           
20

  Emma Nurita. 2014, Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran. 
Jakarta, Refika Aditama, h. 96.  

21
  Soerjono Soekanto, Op. Cit., h. 59. 

22
Ibid., h. 59-50.  

23
 Jimlly Asshiddigie, Teori Hukum Hens Kelsen, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006, h. 

21-22  
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Budaya hukum juga dapat dipersepsikan sebagai sikap manusia 

terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta 

harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan 

sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau 

disalahgunakan.  

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum 

masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan 

tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir 

masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat 

kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 

berfungsinya hukum di masyarakat. 

 
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana  

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari 

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang 

bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.24 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan 

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta 

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah 

dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan 

                                                           
24

 W.Sommermeijer, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas 

Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23 
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tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus 

hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 

yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung 

jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi 

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.25 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly 

Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

                                                           
25

 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2006, h. 335. 
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perbuatan yang bertentangan”.26 Dalam teori Perseroan Terbatas yang 

mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat 

bahwa Pengurus Perseroah memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu 

kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (statutory 

duties) dan fiduciary duties. 

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada 

pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat 

dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan 

hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam 

suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional 

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori 

pertanggung jawaban mutlak (absolute responsibility). 27  Pertanggung 

jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan 

diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung 

jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas 

                                                           
26

 Selly Masdalia Pertiwi,Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik 
Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi 
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22. 

27
 Hans Kelsen I, Op.cit., Hal. 95 
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pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan.28 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori, 

yaitu : 

a.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus 
sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 
penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat 
akan mengakibatkan kerugian. 

b.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan 
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan 
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). 

 
Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian 

bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab 

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa 

yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama 

terhadap perusakan lingkungan hidup. 

 
c. Teori Pembuktian 

Dikaji dari perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan 

hukum acara pidana (formeel strafrecht/strafprocessrecht) pada 

                                                           
28

 Hans Kelsen II, Op.cit. , Hal. 149 
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khususnya, aspek pembuktian  memegang peranan menentukan untuk 

menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh 

hakim. Hakim di dalam menjatuhkan suatu putusan, tidak hanya dalam 

bentuk pemidanaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas dan 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan bebas akan 

dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa dari 

hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atau 

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan hukum, akan 

dijatuhkan oleh hakim apabila pengadilan (hakim) berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan 

itu tidak merupakan suatu tindak pidana. 

Waluyadi, mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori 

pembuktian dalam hukum acara, yaitu:  

1) Conviction-in Time. 
Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya 

seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian 

keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan 

keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik 

dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam 

sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari 

alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan.   

2) Conviction-Raisonee. 
Sistem conviction-raisonee pun, keyakinan hakim tetap 
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya 
terdakwa. Akan tetapi, pada sistem ini, faktor keyakinan hakim 
dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran 
keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem 
conviction-raisonee, keyakinan hakim harus didukung dengan 
“alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-
putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan 
(reasoning). Oleh karena itu putusan juga bedasarkan alasan 
yang dapat diterima oleh akal (reasonable). 
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3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief 
wettelijke stelsel). 
Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat 
bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan 
salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada 
alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan 
pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan 
kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, 
yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, 
bukan menjadi masalah.    

4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative (negatief 
wettelijke stelsel). 
 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif 

merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang 

secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau 

conviction-in time. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif 

dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling 

dominan diantara kedua unsur tersebut.29 

 
2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

                                                           
29

 Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008, h. 1225 
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pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 

dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut:  

1. Pertanggungjawaban pidana  

adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus 
dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang 
dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang 
tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela 
ataukah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka 
si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua 
si pembuatnya tentu tidak dipidana.30 
 

2. Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan 

oleh manusia sepanjang hidupnya guna mencapai tujuan tertentu. 31 

3. Pengambilan adalah (peng-an + ambil, posesif: ku, mu, nya; 

partikel: kah, lah) 

 a.  proses, cara, perbuatan mengambil; pemungutan; pengutipan dsb: 

yang berwenang akan memperhatikan pengambilan barang-barang 

dari kawasan itu 

 b. pendapat32 

4. Barang menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan adalah setiap benda, baik 

berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak 

bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan 

                                                           
30

 Roeslan Saleh. 1982. Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana. 

Ghalia Indonesia. Jakarta. h. 75-76 
31

 https://roboguru.ruangguru.com/question/tindakan-adalah-suatu-perbuatan-
perilaku-atau-aksi-yang-dilakukan-oleh-manusia-sepanjang_kK2Bi3hD6cc diakses pada 
tanggal 20 November 2023 pada pukul 15.00 Wib 

32
 https://id.wiktionary.org/wiki/pengambilan diakses pada tanggal 20 November 

2023 pada pukul 15.00 Wib 

https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=peng-an&action=edit&redlink=1
https://id.wiktionary.org/wiki/ambil
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pengambilanku&action=edit&preload=Templat:Preload/ku&editintro=Wiktionary:Assisted
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pengambilanmu&action=edit&preload=Templat:Preload/mu&editintro=Wiktionary:Assisted
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pengambilannya&action=edit&preload=Templat:Preload/nya&editintro=Wiktionary:Assisted
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pengambilankah&action=edit&preload=Templat:Preload/kah&editintro=Wiktionary:Assisted
https://id.wiktionary.org/w/index.php?title=pengambilanlah&action=edit&preload=Templat:Preload/lah&editintro=Wiktionary:Assisted
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dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh 

konsumen atau Pelaku Usaha.  

5.  Rumah Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, adalah bangunan 

gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana 

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta 

aset bagi pemiliknya 

6. Jual beli menurut istilah atau etimologi adalah Tukar menukarsesuatu 

dengan sesuatu yang lain33  

 
F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Anes Sefta Asmita., NIM: 02012681620011, Memperoleh 

Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum 

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Penjualan Darah 

                                                           
33

 Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h., 17 
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Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: Bagaimanakah kebijakan formulasi tindak pidana penjualan 

darah dalam hukum positif indonesia? Bagaimanakah kebijakan 

aplikasi pidana pada pelaku dalam kasus penjualan darah? 

Bagaimanakah perumusan kebijakan formulasi tindak pidana 

penjualan darah dan penerapan sanksi yang akan datang? 

2. Tesis Muhammad Kamran.., NIM : B022182008 Mahasiswa Program 

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

Makassar 2021.  

Judul penelitian/tesis: “Tinjauan Yuridis Penipuan Dalam 

Perjanjian Jual Beli Online Dalam Hukum Positif Indonesia” 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

Bagaimana pengaturan hukum terhadap adanya unsur penipuan 

dalam perjanjian jual beli online dalam hukum positif Indonesia? 

Bagaimana akibat hukum terjadinya penipuan dalam perjanjian jual 

beli online dalam hukum positif Indonesia? 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Pengambilan Barang Di Dalam Rumah Setelah Terjadinya 

Proses Jual Beli  (Studi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 52 PK/Pid/2022) belum pernah 

dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan 
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Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik 

penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian yang penulis susun ini merupakan jenis penelitian 

diskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk 

memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau 

gejalagejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas 

hipotesahipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau dalam 

kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama didalam 

kerangka penyusunan kerangka baru.34 

 
2. Metode Pendekatan 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 

undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).35 

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

                                                           
34

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014, h. 10. 
35

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, h. 93 
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menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan 

dengan menelaah putusan hakim pengadilan atas suatu kasus yang 

terkait 

 
3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Pid/2022. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 

penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 
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hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti.  

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.36 
b.  Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat 

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa  

a.  bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari:  

1)  UUD 1945;  

2)  KUHP;  

3) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 52 PK/Pid/2022.  

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, 

e-book, dan makalah. 

c. Alat Pengumpulan Data 

                                                           
36

 Soerjono Soekanto, Op.Cit., h. 13-14. 
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Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 

 
6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam penelitian 

ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian mengenai cara-

cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data kemudian di edit 

dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan yang sifatnya 

kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan pemahaman 

mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang menjadi 

sasaran atau objek penelitian.37  

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang 

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian 

melakukan konklusi dari penelitian tersebut 

 
 
 

                                                           
37

 Ashofa, Burhan. 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. h. 69. 
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BAB II 
 

PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGAMBILAN 
BARANG DARI RUMAH SETELAH TERJADI JUAL BELI 

 
 
A. Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “strafbaar 

feit”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “strafbaar feit” untuk 

menyebut apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang- 

Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa 

sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “strafbaar feit”. 38  Ada 

beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemaham Stafbaar Feit, 

diantaranya tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, 

perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan 

perbuatan Pidana.39 

Terjemahan dari strafbaar feit atau delict dalam bahasa Indonesia 

terdapat beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, 

peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, 

dan perbuatan yang dapat dihukum. Di antara keenam istilah tersebut di 

atas, menurut pendapat Ishaq, yang paling tepat dan baik untuk 

dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” dengan alasan bahwa istilah 
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tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai 

istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.40 

Kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah 

delik, sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan undang-

undang mempergunakan peristiwa pidana, atau perbuatan pidana atau 

tindak pidana. 

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari 

bahasa Latin, yakni delictum. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dan 

bahasa Belanda disebut delict. Kamus Besar Bahasa Indonesia 

menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak 

pidana.41 

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum 

Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal act 

untuk maksud yang sama. Oleh karena KUH Pidana Indonesia bersumber 

pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaarfeit, 

yang terdiri dari tiga unsur: straf, baar, dan feit. Straf berarti hukuman 

(pidana), baar berarti dapat (boleh), serta feit yang berarti peristiwa 

(perbuatan). Tindak Pidana berati suatu perbuatan yang pelakunya dapat 

dikenai hukuman pidana.42 
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Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana beliau menerjemahkan 

istilah feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak 

istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian 

yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu 

saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya 

orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.43 

Van Hamel menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan orang yang 

dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut 

dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.44 

Simons berpendapat mengenai delik dalam arti strafbaarfeit adalah 

suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun 

tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat 

dipertanggung jawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan 

sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.45 Moeljatno menggunakan 

istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.46 Roeslan Saleh 

mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, 

yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang.47 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa 

dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan 

definisi tindak pidana. Pergertian tindak pidana yang dipahami selama ini 

merupakan kreasi teoritis para ahli hukum, substansinya mempunyai 

pengertian yang sama. Mengenai karateristik perbuatan dilarang dan 

diancam dengan pidana. 

Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk 

kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum 

masyarakat. 

 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Pada umumnya para ahli menyatakan unsur-unsur dari peristiwa 

pidana yang juga disebut tindak pidana atau delik terdiri atas unsure 

subjektif dan unsur objektif. Menurut Djamali, peristiwa pidana yang juga 

disebut tindak pidana atau delict ialah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa 

peristiwa hokum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau 

memenuhi unsur-unsur pidananya.48 Unsur-unsur tesebut terdiri dari: 

a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan 

hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan 

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif 

disini adalah tindakannya. 
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b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki 

oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku 

(seseorang atau beberapa orang) 

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang 

dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat 

dikatakan sebagai peristiwa pidana. Syarat-syarat yang harus dipenuhi 

sebagai peristiwa pidana yaitu: 

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya, memang benarbenar ada 

suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. 

Kegiatan ini terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat 

dipahami orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. 

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam 

ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum 

yang berlaku pada saat itu. Pelakunya memang benar-benar telah 

berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan 

akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. 

c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung- jawabkan. 

Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau 

beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai perbuatan yang 

disalahkan oleh ketentuan hukum. 

d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang 

berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-

nyata bertentangan dengan aturan hukum. 
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e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan 

yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu 

perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman 

hukumannya. 

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur 

subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat 

pada diri si pelaku atau yang berhubungan pada diri si pelaku dan 

termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 

Unsur objektif adalah unsur yuang ada hubungannya dengan keadaan-

keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu 

harus dilakukan. 

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut: 

a. Kesengajaan atau ketidaksengaajan (dolus atau culpa) 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging. 

c. Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan 

lain-lain. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedache raad, seperti yang 

terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUH 

Pidana. 

e. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak 

pidana menurut Pasal 308 KUH Pidana. 

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut: 
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a. Sifat melawan hukum atau wederrechtelijkheid 

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri 

dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUH Pidana atau keadaan 

sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut 

Pasal 398 KUH Pidana. 

c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

dengan suatu kenyataan sebagai akibat.49 

Menurut Kartanegara, delik terdiri atas unsur objektif dan subjektif. 

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu 

berupa: 

a. Suatu tindakan, 

b. Suatu akibat, dan 

c. Keadaan (omstandigheid).50 

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 

berupa: 

a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvat-baarheid) 

b. Kesalahan (schuld) 

Namun, pendapat ini kurang tepat karena memasukkan toerekening 

svatbaarheid sebagai unsur subjektif, hal ini dikarenakan tidak semua 

ontoerekeningsvatbaarveit bersumber dari diri pribadi pelaku, namun 

antara lain dapat bersumber dari overmacht atau ambtelijk bevel 
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(pelaksanaan perintah jabatan). Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana 

adalah: 

a.  Perbuatan; 

b.  Yang dilarang (oleh aturan hukum); 

c.  Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).51 

Menurut Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana yaitu: 

a.  Kelakuan manusia 

b.  Diancam dengan pidana 

c.  Dalam peraturan perundang-undangan.52 

Buku II KUH Pidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat 

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 

rumusan yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada 

perkecualian seperti Pasal 351 KUH Pidana (penganiyaan). Unsur 

kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan 

seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan 

mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. 

Disamping itu banyak mencamtumkan unsur-unsur lain baik 

sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk 

rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam 

KUH Pidana itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu: 

a. Unsur tingkah laku; 
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b. Unsur melawan hukum; 

c. Unsur kesalahan; 

d. Unsur akibat konstitutif; 

e. Unsur keadaan yang menyertai; 

f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana; 

g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana; 

h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana; 

i. Unsur objek hukum tindak pidana; 

j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana; 

k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.53 

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan 

melawan hukum (b-c) yang termasuk unsur subjektif, sedangkan 

selebihnya (a, d-k) berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum 

adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan 

mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUH Pidana) terletak bahwa dalam 

mengambil itu di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum 

objektif). 

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum 

objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak 

pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua 

unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni 

semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-
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keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak 

pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsure 

yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.54 

 
3.  Jenis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu 

sebagai berikut: 

a. Menurut sistem KUH Pidana, dibedakan antara kejahatan (misddrijven) 

yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (overtredingen) yang 

dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan 

pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan 

daripada kejahatan. 

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materieel delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa 

sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu 

adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam 

rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat 

yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. 

c. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana 

sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa). Tindak 

pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya 
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dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan 

sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung 

culpa atau kelalaian. 

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana aktif/positif atau di sebut juga tindak pidana komisi dan tindak 

pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak 

pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan 

aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya 

diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. 

Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 

perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. 

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak 

pidana terjadi seketika (aflopende delicten) dan tindak pidana terjadi 

dalam waktu lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus 

(voordurende dellicten). 

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan atara tindak pidana umum 

dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak 

pidana yang dimuat dalam KUH Pidana sebagai kodifikasi hukum 

pidana materil (Buku II dan Buku III). Sedangkan tindak pidana khusus 

adalah tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUH Pidana, 

misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), tindak 

pidana penyalahgunaan narkotika (UU No. 35 Tahun 2009). 
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g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak 

pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 

orang) dan tindak pidana proria (dapat dilakukan hanya oleh orang 

yang memiliki kualitas pribdai tertentu. 

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka 

dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak 

pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan 

terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang 

berhak. Sedangkan tinak pidana aduan adalah tidak pidana yang dapat 

dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, 

yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga 

korban. 

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka 

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang 

diperberat dan tindak pidana yang diperingan. 

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana 

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang 

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap 

harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama 

baik, dan lain sebagainya. 
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k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, 

dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.55 

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan 

sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan 

dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian 

terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. 

Sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang 

dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai 

dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang. 

 
B. Pencurian 

1.  Pengertian Pencurian 

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang 

lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal 

darikata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhrinya “an”. Arti kata 

curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan 

yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau 

tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.56 

Pencurian adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum.57  Mencuri 

berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. 
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Orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut 

pencuri. Sedangkan pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang 

berkaitan dengan mencuri. 

Menurut Pasal 362 KUH Pidana pencurian adalah “Barang siapa 

mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang 

lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam 

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau 

pidana denda paling banyak enam puluh rupiah”.58 

Untuk dikatakan “mengambil” disini, apabila barang yang diambil itu 

sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu 

kemudian ketahuan oleh pemiliknya maka ia belum dapat dikatakan 

mencuri, akan tetapi baru melakukan, yang biasa disebut percobaan 

pencurian. Dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena 

harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Lagi pula 

pengambilan itu harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan 

dengan hak pemilk. 

Jadi perbuatan pencurian harus dianggap telah selesai dilakukan 

oleh pelakunya yakni segera setelah pelaku tersebut melakukan 

perbuatan mengambil seperti yang dilarang dalam untuk dilakukan orang 

di dalam Pasal 362 KUH Pidana. Untuk dapat dituntut dengan Pasal 362 

KUH Pidana ini, pengambilan harus dengan sengaja dengan maksud 

untuk memiliki. Jika seseorang menemukan barang di jalan kemudian 
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diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki 

barang itu maka perbuatan tersebut masuk pencurian. Namun, jika waktu 

mengambil barang itu pikiran terdakwa barang akan diserahkan kepada 

polisi, akan tetapi ketika sampai di rumah barang itu dimiliki untuk sendiri 

(tidak diserahkan kepada polisi), maka perbuatan tersebut bukanlah 

pencurian tetapi termasuk penggelapan. 

 
2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian 

Adapun jenis pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 362-367 KUH 

Pidana yaitu: 

a. Pencurian biasa (Pasal 362 KUH Pidana) 

Pasal 362 KUH Pidana: “Barang siapa mengambil barang sesuatu 

yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk 

dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah”. 

Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 362 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur 

subjektif sebagai berikut: 

1)  Unsur-unsur objektif : 

a.  mengambil; 

b.  suatu barang/ benda; 

c.  sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. 

2)  Unsur subjektif: 
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a)  Dengan maksud 

b)  Memiliki untuk dirinya sendiri 

c)  Secara melawan hokum 

Jadi melihat makna tiap unsur, terlihat bentuk dan jenis perbuatan 

seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUH Pidana. 

1)  Unsur objektif 

a)  Mengambil 

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai “setiap perbuatan yang 

bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat 

lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-

undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah 

memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan 

perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 

mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing 

yakni: 

1)  Mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 

2)  Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. 

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah 

timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut yaitu: Blok, 

mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam 

penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau 

di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia 

inginkan dengan barang tersebut. 
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Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada 

dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak 

berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, apada 

waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum 

berada dalam penguasaannya. Van Bemmelen dan Van Hattum, 

mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta 

kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa 

bantuan atau seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan 

hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta 

kekayaan yang dimaksud.59 

 
b)  Suatu barang/benda 

Pengertian “barang” atau “benda” dalam perkembangannya tidak 

hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi 

termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak 

bergerak. Benda yang diktegorikan barang/benda berwujud dan tidak 

berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun 

diatasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya 

didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik. Terjadinya perluasan 

makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi 

objek pencurian. 
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 Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2009, h. 13. 
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Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa 

barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut 

tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek 

pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang 

tersebut tidak dimiliki oleh siapa pun, demikian juga apabila barang 

tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, tidak lagi menjadi suatu objek 

pencurian. 

 
c)  Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain 

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan 

barang/benda yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang 

lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, 

karena benda/barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 

objek pencurian. Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak 

dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik 

orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun 

benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian 

saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada 

barang/benda tersebut tidak bersifat penuh. 

 
2) Unsur subjektif 

a)  Dengan maksud 

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan 

demikian, unsur “dengan maksud” menunjuk adanya unsur 
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kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut 

ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya 

sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. 

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan tegas 

bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUH 

Pidana harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi 

kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan 

dengan sengaja, yakni karena undang-undang pidana yang berlaku 

tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan 

dengan tidak sengaja. 

b)  Memiliki untuk dirinya sendiri 

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan 

dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil 

benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemillik dari 

barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. 

Bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau 

“menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya 

menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai 

sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, 

yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga 

tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang 

tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya. 
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c)  Secara melawan hukum 

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur 

“menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan 

memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar 

perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi 

perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti 

bertentangan dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis 

maupun hukum yang tidak tertulis. 

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak 

pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi 

semua unsur dari tindak pidan pencurian yang terdapat dalam rumusan 

Pasal 362 KUH Pidana. 

 
b.  Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan berkualifikasi 

(Pasal 363 KUHP) 

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian 

yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, 

sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang 

lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau 

pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUH 

Pidana. Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan 

pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan 

tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-

unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan 
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membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Dipidana penjara 

selama-lamanya tujuh tahun: 

Ke-1  Pencurian ternak. 

Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa 

bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal 

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau 

bahaya perang. 

Ke-3  Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada 

di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak 

Ke-4  Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. 

Ke-5  Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, 

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan 

merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak 

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah 

satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling 

lama sembilan tahun. 

 
c.  Pencurian ringan (Pasal 364 KUH Pidana) 

Pasal 364 KUH Pidana: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 

362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam 

Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri 
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tidak lebih ringan dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencucian 

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda 

paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”. 

 
d.  Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUH Pidana) 

Pasal 365 KUH Pidana:  

(1)  Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 

mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 

peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2)  Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 

rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan; 

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; 

Ke-3 Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu; 

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima belas tahun. 
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(4)  Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama 

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salahsatu hal 

yang diterangkan dalam no. 1 dan 3. 

 
e.  Pencurian dengan penjatuhan pencabutan hak (Pasal 366 KUH 

Pidana) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan 

yang dirumuskan dalam Pasal 362, 363, dan 865 dapat dijatuhkan 

penjatuhan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1-4. 

f.  Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUH Pidana) 

Pasal 367 KUH Pidana: 

(1)  Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab 

ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak 

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka 

terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan 

tuntutan pidana. 

(2)  Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau 

terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau 

semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat 

kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan 

penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. 



50 
 

 
 

(3)  Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh 

orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat 

di atas berlaku juga bagi orang itu. 

Pidana ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik 

pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam 

Pasal 367 KUHP akan terjadi, apabila seorang suami atau isteri 

melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta 

benda isteri atau suaminya. Berdasarkan ketentuan Pasal 367 ayat (1) 

KUHP apabila suami isteri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang 

utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta 

kekayaannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang dilakukan 

oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan 

 
C. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pengambilan Barang Dari 

Rumah  
 

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: “Barang siapa yang 

mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk 

kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan 

melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara 

selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-”  

Secara hakekat, setiap perbuatan pidana memiliki unsur-unsur 

lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang 

ditimbulkan oleh perbuatan.60 Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti 
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telah melakukan tindak pidana pencurian, maka harus ada pembuktian 

yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian dalam bentuk 

pokok seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.  

Adapun tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang 

diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif 

sebagai berikut:  

a.  Unsur subjektif yaitu: met het oogmerk om het zich weder rechtelijk toe 

te eigenen atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut 

secara melawan hukum.  

b.  Unsur-unsur objektif yaitu:  

1)  Hij atau barang siapa  

2)  Wegnemen atau mengambil  

3)  Eenig goed atau sesuatu benda  

4)  Dat geheel of gedeeltelik aan een ander toebehoort atau yang 

sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.61 

Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan 

jelas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 

362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal 

lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian harus dilakukan 

dengan sengaja, karena undang-undang pidana kita yang berlaku tidak 

mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak 

sengaja atau culpoos diefstal.  
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Kesengajaan atau opzet pelaku itu meliputi unsur-unsur:  

a.  Mengambil  

b.  Sesuatu benda  

c.  Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain  

d. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan 

hukum.  

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam pasal 362 KUHP 

yaitu:  

a. Harus ada perbuatan mengambil  

b. Yang diambil harus sesuatu barang  

c.  Barang itu atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain  

d.  Dengan maksud untuk memiliki barang dengan melawan hukum 

(malawan hak).62 

Untuk lebih jelasnya akan diuraikan dari ke empat unsur pencurian 

tersebut di antaranya:  

a.  Perbuatan “mengambil” pada unsur ini adalah mengambil untuk 

dikuasai, maksudnya ketika pencuri mengambil barang tertentu, barang 

tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila ketika mengambil 

barang tersebut sudah ada di tangannya, maka perbuatan ini bukan lagi 

disebut pencurian tetapi penggelapan. Unsur mengambil (pencurian) itu 

telah dapat dikatakan selesai, jika barang tersebut sudah pindah 

tempat. Apabila seseorang hanya memegang saja barang tersebut, dan 
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belum terjadi pindah tempat, maka orang itu belum bisa dikatakan 

mencuri, akan tetapi baru mencoba mencuri. 

b.  Sesuatu barang ialah segala sesuatu yang memiliki wujud termasuk 

pula jenis hewan (manusia tidak masuk), seperti uang, sepatu, cincin 

dan sebagainya. Dalam pengertian barang include juga, gas dan daya 

listrik, walaupun tidak berwujud, akan tetapi disalurkan melalui aliran 

kabel atau pipa. Barang ini tidak mesti memiliki harga secara ekonomis. 

Oleh sebab itu, perbuatan mengambil beberapa helai rambut wanita 

(untuk kenang-kenangan) tanpa seizin wanita itu, maka dikategorikan 

mencuri, meskipun hanya tiga helai rambut yang tidak ada harganya.  

c.  Barang yang dimaksud seluruhnya atau sebagian merupakan 

kepemilikan orang lain. Sebagian kepemilikan orang lain contohnya: A 

bersama B membeli sebuah handphone, maka handphone itu 

kepunyaan A dan B, disimpan di rumah A, kemudian dicuri oleh B, atau 

A dan B menerima barang warisan dari C, disimpan di rumah A, 

kemudian dicuri oleh B. Suatu barang yang bukan kepunyaan 

seseorang tidak dinyatakan sebagai bentuk pencurian, contohnya 

hewan liar yang hidup di dalam rumah, dan barang-barang yang sudah 

dibuang oleh yang punya.  

Perbuatan mengambil itu harus dilakukan dengan sengaja dan 

niatan untuk dimilikinya. Orang karena keliru mengambil barang orang lain 

itu bukan pencurian. Seorang menemui barang di jalan kemudian 

diambilnya. Bila waktu mengambil itu sudah ada maksud untuk memiliki 
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barang itu, masuk pencurian. Apabila ketika seseorang mengambil barang 

tersebut, kemudian ada maksud dari terdakwa bahwa barang akan 

diserahkan pada polisi, namun setelah barang tersebut datang di rumah, 

barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak diserahkan kepada polisi), maka 

ia dinyatakan bersalah, dan dinyatakan menggelapkan karena waktu 

barang itu dimilikinya, status barang sudah berada di tangannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


